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PEMIDANAAN TERHADAP PENGANIAYAAN WARTAWAN 

(Studi Kasus Putusan No. 1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby) 

 
Abstrak 

Profesi wartawan sering kali mengalami perlakuan tidak menyenangkan yang 

dilakukan oleh pemerintah, aparat, maupun masyarakat, padahal profesi wartawan 

dilindungi oleh Undang-Undang melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 

seperti yang dialami Nurhadi seorang wartawan yang mendapatkan intimidasi, 

penganiayaan, serta penyensoran yang dilakukan anggota kepolisan saat sedang 

melakukan wawancara, hal ini tentu melanggar ketentuan delik pers dalam Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ayat (1). Penulis tertarik untuk 

meneliti bagaimana pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan No. 

1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang memutuskan terkait kasus Nurhadi ini. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan dengan yuridis normatif berdasarkan studi kasus pada 

putusan. Hasil temuan penulis dalam putusan tersebut adalah hakim menghukum 

Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara 10 bulan dan pidana tambahan 

pemberian restutusi kepada korban. Berdasarkan hal tersebut menurut analisis 

penulis, Hakim dalam memtuskan sudah sesuai dengan aturan hukum akan tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan dari hukum pidana. 

 
Kata Kunci: wartawan, pers, berita, penganiayaan, delik pers, putusan pengadilan 

 

Abstract 

The journalist profession often experiences unpleasant treatment by the 

government, apparatus, and the public, even though the journalist profession is 

protected by law in UU No.40 of 1999 concerning the Press, as experienced by 

Nurhadi, a journalist who received intimidation, persecution, and censorship by 

police while conducting interviews, this of course violates the provisions of press 

offenses in Pasal 18 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press paragraph (1). 

The author is interested in examining how legal considerations by judges in 

Decision No. 1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby who decided on the Nurhadi case. This 

study uses a normative juridical approach based on case studies on decisions. The 

findings of the authors in this decision are that the judge sentenced Defendant I and 

Defendant II to 10 months in prison and an additional sentence of granting 

restitution to the victim. Based on this, according to the author's analysis, the judge 

in deciding was in accordance with the rule of law but not in accordance with the 

objectives of criminal law. 

 

Keywords: journalist, pers, news, persecution, press offense, court decision 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia mendukung nilai-nilai demokrasi dengan menganut sistem demokrasi 

Pancasila, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 



 

2  

Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki 

tanggung jawab untuk membela, memajukan, menegakkan, dan mewujudkan hak 

asasi manusia atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini diamanatkan 

dalam Pasal 28E UUD 1945, dan dalam hal ini negara juga harus menjamin 

kebebasan pers. 

Pers di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, keberadaanya sudah ada 

sejak masa kolonial yang pada saat itu keberadaan pers hanya sebagai membela 

kepentingan kolonialisme Belanda (Tribuana, 1988). Berlakunya Persbreidel 

Ordonantie pada masa kolonial menjadi kurungan bagi perusahaan pers yang ingin 

mengkritik pemerintah yang berakibat penghentian penerbitan berita apabila 

diketahui melakukan hal tersebut. Pada masa kolonial Pers benar-benar dikontrol 

dengan ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Persbreidel Ordonantie pada akhirnya di cabut pada 2 Agustus 1954 dengan 

disahkan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 tentang Pencabutan Persbreidel 

Ordonantie. Pada masa orde lama dengan demokrasi liberal atau demokrasi 

terpimpin oleh Ir. Sukarno, kondisi kebebasan pers tidak jauh berbeda dengan era 

kolonial karena Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayjen A.H. Nasution yang 

merupakan panglima militer mengeluarkan Peraturan KSAD No. 

PKM/001/0/1956, yang melarang pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian 

materi yang mengandung kritik, kecurigaan, atau penghinaan terhadap militer 

(Taufik, 1976). 

Pada masa awal orde baru, pers dan wartawan bergembira atas Ketetapan 

MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembangunan Pers yang mengakui hak 

setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan pikiran. melalui pers, dan pada 

saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pers, yang menjelaskan dan menyatakan bahwa kemerdekaan pers 

Indonesia adalah kemerdekaan untuk menerbitkan apa saja yang dipilihnya. 

Tragedi Malari yang tragis, yang dimulai pada 15 Januari 1974, menata ulang dunia. 

Sistem politik orde baru bergeser menjadi otoriter ditegaskan dalam TAP MPR RI 

No. IV/MPR/1978, hal ini berimbas kepada hukum media pada saat itu (LSPP dan 

AJI, 1999). 
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Semua penerbitan pers kini diwajibkan memiliki izin usaha penerbitan pers, 

sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pers (SIUPP). Iklim pers berubah drastis dari pengkritik 

pemerintah menjadi partisipan politisi dan pemerintah, pers dijadikan budak 

pemerintahan dan partai politik. 

Masa reformasi menjadi titik terang bagi wartawan dengan disahkanya 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada akhirnya wartawan 

mendapatkan perlindungan hukum secara tekstual tetapi dalam praktiknya 

wartawan tidak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. 

Berdasarkan Annual Report tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Bantuan Hukum Pers yang melakukan observasi pada kekerasan yang dialami 

wartawan maupun bentuk ancaman kebebasan pers di Indonesia, observasi 

dilakukan dengan pemberitaan media, pengaduan langsung, sampai konfirmasi 

korban pada periode 1 Januari hingga 10 Desember 2020. Data tersebut 

memperlihatkan bahwa angka yang sangat tinggi bentuk kekerasan dan ancaman 

mencapai 117 kasus, naik dari tahun sebelumnya sebesar 32% dengan angka kasus 

79 (Lembaga Bantuan Hukun Pers, 2021). 

Nurhadi salah satu wartawan dari Tempo.co mengalami serangkaian 

penganiayaan beserta intimidasi saat sedang melakukan wawancara untuk meliput 

kasus dugaan suap yang dilakukan oleh pejabat Direktur Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji yang kebetulan pada saat itu ia sedang 

melaksanakan acara resepsi pernikahan anaknya yang menikah dengan anak dari 

Komisaris Besar Polisi Achmad Yani. 

Kasus ini pun dibawa ke ranah hukum didaftarkan ke Pengadilan Negeri 

pada tanggal 6 September 2021. JPU menuntut para terdakwa kasus kekerasan 

terhadap wartawan Tempo Nurhadi, Purwanto, dan Muhammad Firman Subkhi 

masing-masing divonis satu tahun enam bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum juga 

mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap kedua tersangka yang merupakan 

anggota Polri aktif di Polrestabes Surabaya. 

Pada pandangan agama Islam pun menjelaskan bahwa perbuatan kekerasan 
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dilarang baik kepada sesama muslim ataupun kepada seluruh makhluk hidup yang 

dipertegas dalam Q.S. Al-A’raf ayat 33. 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers? (2) 

Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Pemidanaan terhadap 

penganiayaan wartawan dalam putusan nomor: 1917/Pid.Sus./2021/PN.Sby? (3) 

Bagaimana perbuatan penganiayaan terhadap wartawan menurut pandangan islam? 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif karena hukum 

dipandang sebagai lembaga yang terpisah dari lembaga lain dalam masyarakat. 

berhubungan dengan objek yang diselidiki. Studi deskriptif digunakan untuk 

membedah dan mendeskripsikan pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara 

dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1917/Pid.Sus/2021 PN Sby 

untuk mengetahui apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan dan memeriksanya dari suatu sudut pandang Islam. 

Menggunakan Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Sumber 

hukum primer terdiri dari segala bentuk undang-undang yang mengikat dan 

berkaitan dengan pokok bahasan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, 

majalah, dokumen, dan bentuk media lain yang relevan. Bahan hukum tersier terdiri 

dari petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Studi Kepustakaan 

sebagai metode pengumpulan data yang kemudian dianalisi dengan metode 

kualitatif guna menemukan dan menguraikan permis mayor dan premis minor, lalu 

membandingkanya kemudian ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab rumusan 

masalah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers semuanya dilindungi dalam Pasal 
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28E UUD 1945. Pers, yang meliputi media cetak, elektronik, dan media lainnya, 

merupakan wahana penyampaian gagasan secara lisan dan tertulis. 

Pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus dilindungi dari campur tangan 

pemerintah dan memberikan perlindungan kepada siapa saja yang ingin 

menyuarakan pendapatnya. Media massa dianggap sebagai cerminan hati nurani 

masyarakat, oleh karena itu cita-cita kebebasan berbicara (freedom to speak) dan 

kebebasan berekspresi (kebebasan pers) kepada orang lain tanpa sensor dan 

penindasan dituntut oleh hampir semua elemen media (Malang, 2014). 

Sesuai dengan Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak 

Asasi Manusia, yang pada dasarnya berarti bahwa kebebasan setiap orang dijamin 

untuk dilindungi untuk menyatakan pendapat, untuk memiliki pendapat tanpa 

gangguan, sebagaimana UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara 

lain menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi (Wardaya, 2011). 

Fungsi dan peran pers telah diatur dalam Pasal 6 UU No.40 Tahun 1999 

tentang Pers, yang berisi: (Surbakti, 2015) (1) memberikan publik haknya untuk 

tahu; (2) mempertahankan nilai-nilai dasar demokrasi; (3) Mempromosikan 

supremasi hukum dan hak asasi manusia; (4) menghormati kebhinekaan; (5) 

membangun dukungan publik; (6) memberikan pengawasan, kritik, koreksi, dan 

saran; (7) berjuang untuk kebenaran dan keadilan. 

Wartawan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya, menikmati 

perlindungan hukum di era kebebasan pers modern berkat Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999. Memberikan informasi yang relevan sebagai perwujudan 

hak warga negara untuk melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan perannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan amanat UUD 1945. 

Pasal 7 Ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur perihal 

aturan lanjutan bagi wartawan yang diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik. Kode 

Etik Jurnalistik inipun sebagai bentuk perlindungan bagi wartawan selama 

menjalani kerja jurnalistiknya. 

Kemerdekaan pers terjamin sebagai bentuk tujuan dari ditetapkannya kode 

etik jurnalistik ini dan juga dalam rangka terpenuhinya hak publik untuk 
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mendapatkan informasi yang benar. Pers pada zaman sebelum reformasi 

mendapatkan arogansi dari pemerintahan begitu juga masyarakat yang 

mendapatkan arogansi pers melalui pemberitaannya. Arogansi pers ini masih 

dirasakan oleh masyarakat hingga kini melalui berita hoaks dan informasi yang 

tidak akurat, bahkan cenderung menjerumuskan (Rohman, 2020). 

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

Pers, dibentuk dewan pers yang independen untuk memajukan kebebasan pers dan 

memajukan kehidupan pers nasional. 

Pasal 5 Peraturan Dewan Pers tentang Statuta Dewan Pers mengatur tentang 

wewenang dan tanggung jawab dewan pers, salah satunya adalah mempertahankan 

kebebasan pers dari intervensi pihak lain, Memiliki maksud bahwa dewan pers 

memiliki fungsi sebagai garda depan dalam membela dan melindungi kemerdekaan 

pers selain perusahaan pers dan jika dimungkinkan aparat penegak hukum, sebab 

kerap kali tidak ada satu pemahaman tentang pers bagi kalangan pers dan juga 

aparat penegak hukum. 

Pasal 8 UU Pers No. 40 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi 

wartawan dalam menjalankan tugas profesinya. 

Peraturan perundang-undangan diluar UU Pers pun memberikan 

perlindungan yang sama, wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki tujuan 

untuk kepentingan publik dan bergerak berdasarkan Undang-undang dipertegas 

dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, hal ini dilindungi oleh KUHP 

pada pasal 50 dan pasal 310 ayat (3), kemudian di dalam Kode Etik Jurnalistik dan 

Peraturan Dewan Pers pun di perinci perihal perlindungan hukum terhadap 

wartawan dalam menjalankan profesinya. 

3.2 Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor: 

1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby. 

Pengadilan Negeri Surabaya telah menyelesaikan putusan perkara tindak pidana 

penganiayaan terhadap wartawan pada putusan Nomor 

1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby. 

Nurhadi Ali seorang Wartawan Tempo.co dengan jabatan sebagai 

kontributor Wilayah Jawa Timur sejak tahun 2015 dengan tugas mencari dan 
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mengumpulkan berita di wilayah Surabaya dan secara luas di wilayah Jawa Timur 

mendapatkan tugas dari pimpinan redaksi pusat yang berada di Jakarta untuk 

mendapatkan informasi terkait isu dugaan penyuapan di dalam direktorat pajak 

yang dilakukan oleh Angin Prayitno Aji (mantan Direktur Pemeriksaan Pajak 

Ditjen Pajak Kemenkeu RI) dengan wawancara doorstop, yang sedang memiliki 

acara pernikahan putranya dengan putri Komisaris Besar Polisi Drs. Ahmad Yani 

di Gedung Graha Samudra Bumimoro (GSB) Kompleks Komando Pembinaan 

Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (KODIKLATAL) Surabaya 

yang dijaga dengan ketat oleh aparat baik polisi maupun TNI. 

Nurhadi mengajak temannya yaitu Mochamad Fachmi untuk 

membersamainya wawancara dengan narasumber, Fachmi diberi tugas oleh 

Nurhadi untuk menjadi vidiografer. 

Ketika hendak masuk Nurhadi tidak diperkenankan masuk karena tidak 

membawa undangan. Fachmi memberitahukan kepada Nurhadi bahwa pintu bagian 

selatan terbuka dan tidak dijaga, kemudian Nurhadi dan Fachmi masuk melalui 

pintu tersebut. Nurhadi memfoto kearah pelaminan dan mengirimkanya kepada 

Linda selaku Redaktur Majalah Tempo untuk mengkonfirmasi keberadaanya dan 

menanyakan narasumbernya yang mana. 

Secara tiba-tiba Nurhadi dihampiri oleh dua orang dan ditanyai identitasnya, 

lalu Nurhadi menjawab bahwa ia adalah kerabat dari mempelai wanita. Setelah 

dikonfirmasi tidak ada yang mengenal Nurhadi, barulah ia menjawab bahwa ia 

adalah wartawan namun Nurhadi tidak sengaja meninggalkan kartu persnya, 

sehingga ia dan Fachmi di bawa ke belakang gedung. Selama interogasi Nurhadi 

dan Fachmi mengalami kekerasan fisik berulang kali dan menerima banyak 

ancaman serta dihapusnya bahan yang akan dijadikan berita yang dilakukan oleh 

Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi yang kemudian menjadi terdakwa dalam 

pengadilan. 

Dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, hakim menggunakan 

dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 18 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam jo Pasal 55 
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ayat (1) 1 KUHP. Adapun pertimbangan hakim sebagai berikut: 

3.2.1 Setiap Orang. 

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikiro, S.H., seseorang dapat menjadi sasaran 

suatu kejahatan dari perspektif KUHP. Hal ini dibuktikan dengan rumusan KUHP 

tentang tindak pidana yang mengungkapkan kapasitas mental sebagai prasyarat 

sifat delik dan sifat pemidanaan yang dijatuhkan. 

Simons berpendapat bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban 

atas tindakan ilegal mereka dengan alasan bahwa pelaku melakukan kesalahan 

mental sehubungan dengan perilaku yang dapat dihukum. Banyak hal yang harus 

diselesaikan dan ditentukan terlebih dahulu tentang pelaku agar ada kesalahan di 

pihak pelaku, antara lain; (Adji, 1991) (a) kemampuan bertanggungjawab; (b) 

hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan; (c) dolus dan culpa. 

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang 

terdakwa, Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi, sebagai subjek hukum, 

artinya mereka adalah orang-orang yang mendukung hak dan kewajiban serta dapat 

dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. 

Baik para terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa adalah anggota Polri yang sehat 

jasmani dan rohani. Semua elemen telah terpenuhi atas dasar ini. 

3.2.2 Secara melawan hukum dengan sengaja melakukan Tindakan yang 

berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 

ayat (2) UU Pers. 

Pembahasan mengenai unsur “melawan hukum” dan “dengan sengaja”, di dalam 

KUHP tidak terdapat pembahasan secara merinci perihal tersebut, sesuai dengan 

apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan, “bahwa“Secara melawan 

hukum” disini diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak”. 

Hakim dalam putusan menimbang bahwa melawan hukum diartikan sebagai 

perbuatan dilakukan tanpa hak, maka dari itu penulis berasumsi bahwa hakim 

dalam menentukan perbuatan tersebut melawan hukum menggunakan pandangan 

materil dalam melihat elemen melawan hukum, (Adji, 1991) sebab sifat melawan 

hukum disebutkan dalam rumusan delik, melawan hukum menjadi unsur mutlak 
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bahwa terdakwa melakukan hal tersebut tanpa hak. 

Merujuk pada Memorie van Toelichting (MvT) kesengajaan diartikan 

sebagai menghendaki dan mengetahui. Menurut Van Hatum, menginginkan 

tindakan dan konsekuensinya (opzet als oogmerk) adalah definisi dari kehendak, 

sedangkan mengetahui tindakan dan akibatnya (opzet als oogmerk) adalah definisi 

mengetahui (opzet als wetenschap). 

Hakim dalam putusan tidak menjabarkan perihal kesengajaan yang 

dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ditemukan 

bahwa para terdakwa memang dengan sengaja melakukan Tindakan penganiayaan 

dan ancaman serta dihapusnya bahan yang akan dijadikan berita. 

Dalam pembuktiannya hakim menimbang berdasarkan fakta hukum yang 

ditemukan selama persidangan, ada beberapa point: 

a. Saksi Nurhadi sedang melaksanakan kerja jurnalistik dengan Teknik doorstop 

akan tetapi sudah dihadang terlebih dahulu oleh keamanan. 

b. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan terhapusnya data dalam ponsel 

Nurhadi yang nantinya akan dijadikan bahan identifikasi untuk berita. 

c. Terdakwa mengaku tidak pernah menghapus file tersebut akan tetapi tidak 

dapat dibuktikan. 

d. Terdakwa menyangkal bahwa dirinya tidak pernah memukul saksi. 

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dan keterangan para saksi, hakim 

menyimpulkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah 

melakukan tindak pidana terhadap pers sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 

1999 tentang Pers jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. 

3.2.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut 

melakukan perbuatan itu (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP). 

Delneming atau penyertaan dalam tindak pidana menurut Prof. Dr. Wirjono 

Prodjodikoro, S.H. menjabarkan bahwa penyertaan merupakan seluruh bentuk 

penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat 5 (lima) 

golongan peserta tindak pidana, yaitu: (Indra, 2018) 

a. Yang melakukan perbuatan (plegen, dader). 

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader). 
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c. Yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader). 

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker). 

e. Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige) 

Hakim dalam putusan menimbang bahwa unsur telah melakukan atau turut 

serta melakukan dalam perkara ini adalah: 

“Mereka yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, 

atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja turut serta 

melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini adalah perbuatan 

bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan 

merintangi atau menghambat pelaksanaan ketentuan pasal tersebut. 4 

ayat (2) dan (3) yaitu hak untuk mencari, memperoleh, dan 

menyebarluaskan informasi.” 

 

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan bahwa benar 

para terdakwa telah secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana cara-

cara yang sudah dilakukan tersebut. Maka dari itu unsur inipun terpenuhi. 

Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa para terdakwa memiliki 

tanggung jawab pidana untuk dihukum karena kegiatan mereka meskipun tidak ada 

pembelaan yang dapat membenarkan atau memaafkan mereka. 

Berdasarkan seluruh unsur yang ada yang menjadi pertimbangan hakim dan 

seluruh unsur tersebut sudah terpenuhi oleh para terdakwa maka hakim 

memutuskan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah telah melakukan tindak pidana yang tertuang di dalam dakwaan alternatif 

pertama yaitu Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Jo Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana ganti kerugian yang berdasarkan 

surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang di ajukan penuntut Umum 

dengan Nomor registrasi: R-1843/5.2.HSKR/LPSK/11/2021 tertanggal 23 

November 2021 tentang permohonan restitusi dari saksi korban Nurhadi dengan 

perhitungan pengajuan restitusi korban Rp.13.819.000,- dan kemudian 

Permohonan Restitusi dari saksi korban M. Fachmi Nomor: R- 

1876/5.2.HSKR/LPSK/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dengan perhitungan 

pengajuan restitusi korban sebesar Rp. 42.650.000,-. 

Hakim juga memberikan hukuman pidana berupa pidana penjara masing-
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masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan alasan keadaan yang meringankan 

berupa para terdakwa sopan dipersidangan dan juga para terdakwa belum pernah 

dihukum.  

Dalam KUHP diatur perihal keadaan yang menyebabkan pengurangan 

hukuman pidana, yaitu: 

a. Percobaan: dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3). 

b. Membantu melakukan tindak pidana: dalam Pasal 57. 

c. Ibu meninggalkan anaknya sesudah melahirkan: dalam Pasal 308. 

Perihal berkelakuan sopan dan belum pernah dihukum sebagai unsur yang 

menyebabkan diringankanya hukuman pidana hal ini diatur diluar KUHP, Putusan 

Mahkamah Agung No. 2658 K/PID.SUS/2015 menyebutkan dua faktor—

kurangnya keyakinan sebelumnya dan sikap hormat di pengadilan—yang akan 

meringankan hukuman terdakwa. Maka dari itu hakim dapat menimbang hal 

tersebut sebagai peringan pidana sebab yurisprudensi merupakan salah satu sumber 

hukum yang bisa dipakai hakim dalam melaksanakan tugas hakim. 

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara yang masing-masing 

terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan adalah tidak tepat. Maksimal pidana pokok 

yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers adalah pidana penjara 2 (dua) tahun 

kemudian penuntut umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-

masing 1 tahun 6 bulan akan tetapi hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut. 

Mengingat bahwa kedua terdakwa merupakan anggota polisi aktif Polres 

Surabaya dibuktikan dengan latar pekerjaan yang tercantum dalam putusan, hal ini 

tidak menjadi alasan pemberat pidana oleh hakim, apabila kita melihat ketentuan 

dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa seorang pejabat apabila melakukan 

perbuatan pidana dengan menggunakan kekuasaanya bisa ditambah hukuman 

pidananya sebanyak sepertiga dari maksimal pidana pokok (Huda, 2011). Penulis 

berpendapat hal ini harus menjadi pertimbangan hakim sebab kedua terdakwa 

merupakan polisi aktif yang merupakan aparat penegak hukum yang dengan 

kesewenangannya melakukan kekerasan dan penghapusan bahan berita yang 

mengakibatkan terhambatkan proses wartawan dalam menjalankan tugas 

kejurnalistikannya yang apabila tidak dihukum lebih berat maka akan menciderai 
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rasa keadilan jurnalis dan masyarakat. 

Hukuman pidana kepada masing-masing terdakwa yang tepat adalah pidana 

penjara 2 tahun 8 bulan dengan rasionalisasi seperti yang dijabarkan diatas, apabila 

tidak bisa karena alasan tertentu setidaknya tuntuta Jaksa Penuntut Umum dapar 

dikabulkan yakni 1 tahun 6 bulan. 

3.3 Penganiayaan dalam Pandangan Islam 

Penganiayaan dalam sudut pandang islam dipandang sebagai sama dengan 

perbuatan kekerasan yang dilarang dilakukan kepada sesama muslim ataupun 

kepada sesama manusia yang memiliki perbedaan keyakinan dan agama, yang 

apabila dilakukan maka perbuatan tesebut termasuk ke dalam perbuatan yang keji 

yang dilarang oleh Allah SWT dan merupakan suatu perbuatan yang hukumnya 

haram (Audah, 2007). 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an pada surat Al-A’raf ayat 33 yang 

berbunyi: 

“Katakanlah: ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik 

yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar 

hak manusia tanpa alasan yang benar (mengaiaya),…..” 

 

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir  dijelaskan bahwa secara umum ayat ini 

menjelaskan tentang sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan fawahisy (perbuatan 

keji) baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. 

Pada kata al-ismu menjelaskan bahwa perbuatan dosa tersebut adalah 

perbuatan maksiat dan bisa dikatan segala dosa yang memiliki kaitannya dengan 

pelaku itu sendiri, sedangkan pada kata al-bagyu yang memiliki arti melanngar hak 

manusia tanpa alasan yang benar bermakna bahwa perbuatan tersebut adalah 

perbuatan aniaya seseorang terhadap dirinya sendiri sehingga disimpulkan bahwa 

perbuatan tersebut memiliki kaitannya dengan perbuatan yang melanggar hak orang 

lain dengan melakukan aniaya. 

Mengenai hukuman bagi pelaku penganiayaan hukum pidana islam 

membagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu hukuman pokok dengan qishas, 

penganiayaan yang dikenakan diyat, dan ta’zir lebih jelasnya dijabarkan sebagai 

berikut: (Syarifuddin, 2003) 
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3.2.1 Hukuman pokok qishas 

Sebuah penganiayaan ada yang menyebabkan membinasakan anggota badan dan 

tidak. Ketika aniaya tersebut menyebabkan binasanya anggota badan maka hal 

tersebut dipandang sengaja dengan memukul korban disertai arah dan 

menggunakan alat yang membahayakan maka dapat dikenakan qishas. 

Berbeda apabila aniaya tersebut dengan main-main atau menggunakan alat 

yang tidak melukai atau juga aniaya dilakukan hanya untuk memberikan 

pengajaran, para fuqaha berbeda pendapat, sebagian berpendapat bisa dikenakan 

qishas dan sebagian lagi tidak. 

Pada QS. Al-Maidah ayat 45 menggambarkan bahwa hukuman pembalasan 

terkesan kejam, sebab hal tersebut hadir saat syari’at terdahulu sebelum datangnya 

islam, setelah datangnya islam hukuman yang ditetapkan merupakan hukuman 

yang penuh rahmat dan keadilan, lalu qishas ini dipermudah dengan adanya surat 

Al-Baqarah ayat 194 yang artinya: “Barangsiapa yang menganiaya kamu, maka 

balaslah sebagaimana ia menganiaya kamu.”. 

3.2.2 Hukuman diyat 

Dalam hal hukuman qishas tidak dapat ditegakkan, diyat dapat digunakan sebagai 

alternatif. Pelecehan yang disengaja dapat dihukum dengan diyat, yang juga 

merupakan hukuman utama untuk kejahatan yang tampaknya dilakukan dengan 

sengaja atau karena kecelakaan. 

Ketika menentukan beratnya hukuman diyat, penting untuk 

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sifat dari penganiayaan itu sendiri. 

3.2.3 Hukuman ta’zir 

Ta'zir adalah suatu bentuk hukuman atas kejahatan terhadap Allah dan hak-hak 

manusia yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits tetapi yang banyak 

dipraktekkan saat ini. 

Dengan alasan bahwa qishas adalah hak alami, Imam Malik memutuskan 

bahwa boleh menggabungkan ta'zir dan qishas dalam tindakan penganiayaan yang 

melanggar hukum. Ta'zir, di sisi lain, adalah bentuk hukuman yang dirancang untuk 

mengajar orang tentang hak asasi manusia. Jika qishas pada jari yang terluka dapat 

diangkat dengan pembedahan, maka jari tersebut juga dapat diobati dengan ta'zir. 
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Untuk mengulangi pelanggar, ini dianggap diizinkan oleh Imam Abu 

Hanifah, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali. Mereka juga dapat mengumumkan 

sanksi ta'zir sebagai pengganti sanksi hadd bagi pelanggar berantai, dengan alasan 

bahwa yang terakhir membuktikan bahwa yang pertama tidak efektif sebagai 

pencegah jarimah. Beberapa civitas akademika berpendapat bahwa ta'zir berlaku 

untuk kasus-kasus di mana seseorang dilukai oleh orang lain hanya dengan 

menggunakan tangan kosong, tongkat, atau cambuk. 

Seseorang yang menganiaya orang lain tentu akan mendapatkan sanksi 

sosial yang menumbuhkan keresahan dan membuatnya hidup tidak tenang. Siapa 

saja yang menganiaya orang lain, maka amal shalihnya diambil alih orangnya, dan 

jika ia tidak memiliki amal shaleh sedikitpun, maka keburukan orang yang dianiaya 

akan dibebankan pada seseorang tersebut (Fildzah, 2020). Selain dari hukuman 

yang bersifat “tidak terlihat” seperti yang dijelaskan di atas, pelaku penganiayaan 

pun dikenakan hukuman yang bersifat “terlihat” seperti qishas, diyat, dan ta’zir. 

Sejatinya Allah selalu mendorong dan menganjurkan hamba-Nya untuk terus 

berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan keji dan merugikan. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Regulasi perlindungan hukum terhadap wartawan di Indonesia sudah tepat dan 

melindungi bagi wartawan dalam menjalankan profesinya dengan adanya Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dipertegas dalam Pasal 8 yang 

menyebutkan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapat 

perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan diluar UU Pers pun 

memberikan perlindungan hukum akan tetapi bukan hanya kepada wartawan 

melainkan kepada seluruh pekerjaan yang diberikan wewenang oleh undang-

undang. 

Pertimbangan hukum oleh hakim pada Putusan No. 

1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby belum tepat dalam menjatuhkan hukuman pidana 

kepada kedua terdakwa. Penggantian restitusi sudah tepat dan sesuai akan tetapi 

pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan kurang tepat, sebab para 
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terdakwa merupakan anggota polisi aktif dalam melakukan tindakan pidana 

tersebut. Pasal 52 KUHP pun juga termasuk sebagai tambahan sepertiga dari 

maksimum pidana pokok, yang dengan kekuasaan jabatannya melakukan 

kesewenangan dengan melakukan kekerasan dan merusak barang para saksi korban 

sehingga terhambatnya Nurhadi selaku wartawan melakukan tugas jurnalistiknya 

dengan dihapusnya bahan yang akan dijadikan berita. 

Agama Islam pun memandang perbuatan penganiayaan terhadap wartawan 

disamakan dengan perbuatan kekerasan yang dilarang dan termasuk perbuatan yang 

dzalim jika dilakukan kepada sesame muslim atau seluruh makhluk hidup. Allah 

SWT melarang dengan tegas perbuatan tersebut dan mengharamkannya tertuang 

dalam Q.S Al-A’raf ayat 33. Tindakan penganiayaan dalam hukum pidana islam 

memberikan hukuman berupa qishas dan apabila tidak bisa dilakukan qishas karena 

suatu sebab maka bisa diberikan diyat memberikan ganti kerugian atas rusaknya 

anggota tubuh dan bisa ditambahkan dengan ta’zir berupa ketentuan hakim atau 

penguasa. Sejatinya Allah SWT selalu mendorong dan menganjurkan hamba-Nya 

untuk terus berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan keji dan merugikan. 

4.2 Saran 

Pertama, Kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan jajaran dibawahnya 

selaku pejabat pemerintahan yang berwenang, untuk berkomunikasi dengan Dewan 

Pers untuk belajar dan mengetahui perihal tugas pokok teknis dari sebuah pekerjaan 

profesi wartawan, sebab sering kali ditemui Pemerintah tidak paham tentang hal 

demikian yang menyebabkan terhalang-halanginya wartawan dalam menghimpun 

berita perihal kebijakan pemerintah yang berimbas pada masyarakat luas. 

Kedua, Kepada aparatur penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, dan 

sebagainya selaku yang memilki wewenang dalam menegakan hukum dan 

mengadili pelaku penganiayaan wajib waspada dalam mengawal proses peradilan 

hingga keluarnya putusan. Terlebih dalam putusan, perlu memperhatikan alasan 

pemberat pidana apabila yang melakukan aniaya merupakan pejabat pemerintahan. 

Apabila terjadi kesalahan maka akan berdampak buruk pada kebebasan pers yang 

menjadikan pejabat semakin sewenang-wenang dalam melakukan aniaya sehingga 

menjadikan turunnya kualitas pers di masa yang akan datang yang menjadikan Pers 
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tidak bisa menjadi kontrol bagi pemerintah. 
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